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NOMORY “ITAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun
Anggaran 2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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11.

11

13.

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);



Menetapkan

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
376);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

2.
3.

4,

(1)

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan
untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada
beberapa program atau kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk satu tahunan
anggaran.

Penyetaraan Kegiatan adalah daftar pengelompokkan
Kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau
hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai alat
ukur belanja kegiatan dan digunakan untuk menganalisa
kewajaran beban Kkerja atau besaran biaya maksimal
setiap kegiatan yang direncanakan dan akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.



(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian
anggaran serta Penyetaraan Kegiatan yang berlaku sama
untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3
(1) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), disusun berdasarkan Penyetaraan
Kegiatan.
(2) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama
dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Pasal 4
Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, digunakan wuntuk penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5
Penyetaraan Kegiatan dan tata cara penerapan serta
perhitungan Analisis Standar Belanja tercatum dalam Lyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 6

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang belum
ada atau belum diatur didalam Analisis Standar Belanja ini
tetap mengacu pada besaran pagu indikatif yang tertuang di
dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan/atau Rancangan Kebijakan
Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun
berkenaan.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang
disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang
mengakibatkan perubahan pada Analisis Standar Belanja,
maka penyesuaian nilai standar belanja dapat disesuaikan
sepanjang penyusunan APBD belum ditetapkan.

(2) Dalam hal terjadi penyesuaian nilai harga Analisis Standar
Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah
APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Pejabat
Pembuat Komitmen dapat melakukan analisis singkat dan
menetapkannya, yang selanjutnya diusulkan untuk
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan keperluan
mendesak serta belum tersedianya Analisis Standar
Belanja yang dibutuhkan, Perangkat Daerah melakukan
kajian singkat/analisis singkat terkait Analisis Standar
Belanja yang dibutuhkan.




(2) kajian singkat/analisis singkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam keadaan
darurat dan keperluan mendesak.

(3) kajian singkat/analisis singkat sebagaiana dimaksud pada
ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada
Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah untuk diusulkan dan ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan:
dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB III
PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal /9 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

025
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

@ pada tanggald 9 Agust
SEKRETARIS DAE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR &4 7



